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Abstract: Ijo system (Ngijo) are farmers borrow money to collectors, the money will be paid with rice, with a standard or kwintalan size at harvest time. In practice the agreement Ngijo Village Sebayi the District Gemarang Madiun County only carried out by the farmer with the collectors only verbally and in the absence of witnesses, so that the interference village head or an authorized officer is not required, so Ngijo done only with mutual trust alone or by customs local. If farmers do defaults by not paying debts when the farmer has a crop, then the collectors do not hesitate to ask for money back and cancel the agreement, and if farmers are not able to provide rice at maturity (harvesting), then the farmer will give paddy season The next harvest rice by adding 5% for repayment. From the above results, it can be concluded that the first, the system of Ijo (Ngijo) conducted in the absence of witnesses caused the contract not perfect, which means the contract made invalid. Secondly, the system of Ijo (Ngijo) not including contract qard} (debts) because of the mismatch between the principal amount of debt by the amount of the repayment, as well as the additional 5% of rice when farmers could not pay off the debt at maturity (harvest), which aims to take more profits for the muqrid, then the accounts payable system of Ijo (Ngijo) is not in accordance with Islamic law, because it belongs to the category of riba> > nasi'ah which is haram.
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Pendahuluan
Setiap muslim diperbolehkan bekerja baik dengan jalan bercocok tanam, berdagang, mendirikan pabrik, menjadi pegawai dan pekerjaan apapun selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at, maka dalam bermuamalah Allah meletakkan norma-norma yang dijadikan sebagai landasan agar manusia tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil.
Berbagai acuan telah digariskan oleh syariat Islam seperti aturan dalam jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Atas dasar itu, sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara’ dalam setiap persyariatan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti di  situ terdapat hukum Allah. Untuk itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat itupun disyariatkan.​[1]​
Utang piutang (qard}) sebagai suatu aqad terjadi karena sepakat. Atinya setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut dan di samping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak. Dasar hukum hutang piutang ini adalah firman Allah yang dicantumkan dalam surah al-Maidah ayat 2:
…..           ………
Artinya: ”Hendaknya kamu tolong-menolong atas kebaikan dan taqwa kepada Allah dan jangan kamu tolong-menlong atas dosa dan permusuhan”.​[2]​ 
Dari ayat ini yang penting adanya unsur “tolong-menolong” dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain. Dalam menolong seseorang-karena kesulitan-hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang lebih besar dan bantuan yang diberikan itu tidak mengikat tambahan saar mengembalikannya karena bertentangan dengan kehendak Allah.​[3]​
Salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang yaitu menghutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan hutang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat dikembalikannya. Maksud utama dalam memberikan hutang itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian. Sifat hutang-piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelan seseorang dalam membantu kesulitan orang lain dan untuk itulah Allah berjanji akan menolong orang yang banyak memberikan kebaikannya kepada orang lain. 
Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi utang kecuali apa yang telah di utang nya atau serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, “Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba>.” Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utang nya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang di utangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi utang.​[4]​
Namun, teori yang ada tidak sejalan dengan praktek yang ada di Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Praktek hutang piutang yang berlaku di Desa terjadi antara pengepul dan petani. Pengepul akan memberikan pinjaman sejumlah uang yang diinginkan kepada petani dan akan dikembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunga sebesar 300%. Pinjaman ini dilakukan saat sebelum musim tanam dan waktu pengembalian saat musim panen tiba. Pengembalian yang dilakukan oleh petani yaitu berupa beras hasil panen sebanyak tiga kali lipat dari harga beras pinjaman, masyarakat setempat menyebutnya dengan hutang Sistem Ijo (Ngijo).

Sistem ijo (ngijo) di kalangan masyarakat Desa Sebayi
Sistem ijo (Ngijo) adalah istilah dari masyarakat Desa Sebayi khususnya para petani dimana para petani hutang kepada seseorang yang dianggap kaya pada musim tanam, dan pelunasannya dilakukan pada saat musim panen dengan membayar berupa hasil panen (biasanya gabah atau beras). Besar biaya pelunasan sangat jauh dari besar pinjaman. yakni hutang uang sebesar Rp. 200.000 dibayar dengan beras sebesar 100kg dan adanya tambahan pembayaran sebesar 5% padi jika petani tidak bisa membayar hutang pada waktu jatuh tempo di musim panen.
Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain melalui adanya tambahan atatu bunga yang cukup tinggi seperti yang ada di Desa Sebayi. Tetapi dalam praktek yang dilakukan di Desa ini, pengembalian hutang yang bahkan tiga kali lipat dari yang dipinjam membuat para petani tertekan dan tidak ada rasa kerelaan. Biasanya petani yang meminjam hutang uang sebesar Rp. 200.000 akan dilunasi dengan beras yang berjumlah 100kg. jumlah ini cukup berbeda jauh dengan pinjaman awal, karena 1kg beras dihargai Rp. 5.600. jika Rp. 5.600 x 100kg maka hasil akan didapat sebesar Rp. 560.000. harusnya petani hanya membayar beras sebesar 36kg untuk melunasi hutang sebesar Rp. 200.000 di awal tadi serta adanya tambahan pembayaran sebesar 5% padi jika petani tidak bisa membayar hutang pada waktu jatuh tempo di musim panen.. 
Pengembalian tiga kali lipat tersebut dianggap oleh pengepul sebagai upah karena meminjami kepada petani atau ujrah dari pinjaman. sedangkan pengepul disini tidaklah sama sekali melakukan pekerjaan yang dapat disebut sebagai jasa sebagai syarat mendapatkan ujrah. Ujrah inilah yang menjadi permasalahan karena seharusnya tidak dibenarkan dalam hutang piutang, justru Utang piutang merupakan salah satu bentuk mu’amalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Qur’an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur’an menyebut utang-piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang baik”.​[5]​ Sedangkan menurut penulis, pelunasan dengan jumlah sangat besar tersebut bukanlah ujrah, melainkan riba>. Karena mendzolimi dan menyengsarakan pihak kedua (penghutang). 
Pada dasarnya perjanjian hutang piutang sistem ijo (ngijo) itu berlangsung semenjak 5 tahun yang lalu yang semula hanya satu orang sebagai pemberi hutang, hingga saat ini ada 3 orang kaya di Desa Sebayi memanfaatkan ngijo ini sebagai ajang bisnis guna mendapatkan padi yang melimpah untuk disimpan dan apabila harganya sudah naik padi tersebut baru dijual begitu seterusnya.​[6]​
Dalam pelaksanaan perjanjian ngijo, yaitu perjanjian antara petani dengan pengepul (orang yang memberi pinjaman) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan. 
Secara teori, Qard} adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dan merupakan aqad tathaw-wui atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.​[7]​
Dalam bukunya, Wahbah Zuhaily menuliskan: 
هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَا ضَأَهُ. أَوْ بِعِباَرَةٍ أُخْرَى: هُوَ عَقْدٌ مَقْصُوْصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعٍ مَالٍ لِآخَرِ لِيَرُدُّ مِثْلِهِ
Bahwa qard} adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. ​[8]​
Menurut Drs. H. Wardi Muslich, qard} adalah suatu akad antara 2 pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikemblikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.​[9]​
Definisi yang berkembang di kalangan fuqaha, Al-Qard} adalah “penyerahan (pemilikan) harta al-misliyat​[10]​ kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya”, atau dengan pengertian lain, “suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya”.​[11]​
Qard} menurut pendapat berbagai mazhab: ​[12]​
1.	Malikiyah: mereka berpendapat bahwa qard} dalam istilah ilmu fiqh berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.
2.	Hanafiyah: mereka berpendapat qard} adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Maksudnya, setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harga, seperti pada jenis-jenis barang yang ditakar dan dihitung dimana satuannya rrelatif sama, seperti telur dan kemiri, demikian juga jenis-jenis barang yang ditimbang.
3.	Syafi’iyah: mereka berpendapat bahwa kata al-qard} dalam syara’ berarti al-muqrad} (sesuatu yang diiutangkan), yaitu bentuk isim maf’ul, seperti disebutkan firman Allah:
       …
“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada allah pinjaman yang baik..” (Qs. Al Baqarah 245). 
Qard} juga diistilahkan dengan salaf, yaitu menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama.
Hanabilah: qard} berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya.
Dalam pengertian lain, Al-qard} adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.​[13]​
Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu’amalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.​[14]​
Dalam melaksanakan qard, harus memenuhi rukun dan syarat qard, yaitu:
Rukun-rukun qard} adalah sebagai berikut:
1.	Aqid, yaitu muqrid} dan muqtarid}
Untuk Aqid, baik muqrid} dan muqtarid} disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf. Oleh karena itu qard} tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.  
Adapun subjek akad (aqidain) adalah sebagai berikut​[15]​ :
1)	Aqil (berakal)
Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perjanjian yang dibuatnya.
2)	Tamyiz (dapat membedakan)
Orang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.
3)	Mukhtar (bebas dari paksaan)
Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan. Syarat ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat An Nisa ayat 29:
                          
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.​[16]​

2.	Ma’qud ‘alaih yaitu uang atau barang
Menurut Jumhur Ulama yang menjadi objek dalam qard} sama dengan objek salam. Baik berupa baranng yang ditakar dan ditimbang maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran. Setiap barang yang bisa dijadikan objek jual-beli boleh juga dijadikan objek qard}.
Oleh karena hutang piutang merupakan sebuah perikatan atau perjanjian, maka Objek hutang piutang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut​[17]​ :
a.	Telah ada ketika akad dilangsungkan.
Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini didasarkan pada alasan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.
b.	Dibenarkan oleh Syari’ah
Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci. Seperti bangkai, minuman keras, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam tasharruf akad tidak mensyaratkan adanya kesucian objek akad. Syarat ini juga menyangkut bahwa objek tidak boleh najis atau mutanajis
c.	Harus jelas dan dikenali
Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek itu berupa barang, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya.
d.	Dapat diserahterimakan
Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan ketika akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama (muqrid}) agar mudah menyerahkan kepada pihak kedua (muqtarid}).
3.	S}ighat, yaitu ija>d dan qabu>l
Qard} adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ija>b dan qabu>l seperti akad jual-beli dan hibah.​[18]​
S}ighat aqad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan aqad berupa ija>b dan qabu>l. Ija>b adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabu>l adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama Fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan ija>b qabu>l agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut​[19]​:
a.	Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
b.	Tawafuq/tathabuq bainal ija>b wal qabu>l, yaitu adanya kesesuaian antara ija>b dan qabu>l.
c.	Jazmul iradataini, yaitu ija>b dan qabu>l menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
d.	Ittihadu majlisil ‘aqd}i, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.
Menurut Imam Syafi’i yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman Al Jaziri dalam bukunya menjelaskan bahwa qard itu rusak bila mana yang menghutangkan mengambil manfaat tambahan, misalnya (meminta ganti) yang lebih banyak atau lebih bagus, seperti berutang gandum yang tidak bersih dengan syarat diganti gandum yang lebih bagus dan bersih, atau berutang uang kertas dengan syarat diganti uang emas.​[20]​
Syarat-syarat qard} adalah sebagai berikut:
1.	Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan dan jumlahnya.
2.	Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan
3.	Adanya saksi pada saat terjadinya perjanjian
4.	Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.​[21]​
Dari syarat ini, praktek utang piutang ngijo tidak adanya saksi pada saat terjadinya perjanjian, sehingga akad yang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat ulama’ saksi dalam transaksi adalah wajib.
Persoalan lain adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh muamalah Al-qard} adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, artinya utang-piutang merupakan bentuk mu’amalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.
Setiap transaksi haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam qard} adalah adanya orang yang berakad, yaitu muqrid} dan muqtarid}. Dalam hal ini yang menjadi muqrid adalah pengepul, dan muqtarid adalah para petani. Setiap orang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan sebuah transaksi hutang piutang. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misalkan, akadnya anak kecil dan orang gila maka mereka tidak boleh melakukan akad qard} dikarenakan tidak cakap hukum.
Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan oleh petani dengan pengepul dalam sistem ngijo adalah sah menurut hukum Islam.
Rukun qard} yang kedua adalah adanya obyek qard}. Adapun syarat obyek qard} adalah barang yang dihutangkan adalah jelas, adanya obyek yang dihutangkan, batas waktu diketahui dan tempat penyerahan barangnya diketahui.
Dilihat dari segi obyek qard}, sistem ngijo telah memenuhi syarat hukum Islam karena telah diketahui dengan jelas jumlah uang yang dihutangkan dan tempat penyerahan barangnya diketahui.
Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan kabul  disertai dengan saksi untuk menyaksikan perjanjian karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada sistem ngijo, terjadi kesepakatan antara petani dengan pengepul tanpa adanya saksi saat melakukan perjanjian. Dalam setiap akad harus ada s}ighat al-aqd} yakni ijab dan kabul. Adapun ijab adalah Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta’aqidin yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai muqtarid}”saya akan meminjam uang kepada saudara, uang tersebut akan saya bayar dengan padi pada musim panen”, dan kabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh pengepul sebagai muqrid} ”ya”.
Demikianlah s}ighat ijab dan kabul  antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhinya. Sistem ngijo yang dilaksanakan di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun adalah petani meminjam uang kepada pengepul untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan padi pada musim panen dengan besar pengembalian mencapai hampir 3x lipat dari jumlah hutang, dan apabila padi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo, maka petani tersebut akan memberikan padi pada panen berikutnya dengan menambah 5% padi.
Dilihat dari mekanisme utang piutang ngijo di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ngijo adalah akadnya rusak karena dari awal sudah diketahui adanya kelebihan saat pelunasan dan adanya bunga 5% jika tidak dibayar pada saat jatuh tempo. Akad qard  yang rusak tersebut karena adanya unsur riba di dalamnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah:
كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَةٍ فَهُوَ رِبَا 
Artinya “Semua hutang yang menarik manfaat adalah riba”
Riba> ada 2 macam, yakni riba> al-nasi’ah dan riba> al-fadhl. Riba> al-fadhl menurut Hanabilah adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara’ (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama. Sedangkan riba> an-nasi’ah adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas utang di dalam barang diberikan orang yang ber utang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. 
1.	Riba> Nasi’ah
Definisi riba> al-nasi’ah menurut beberapa ulama:
a.	Menurut Wahbah Al-Zuhaily riba nasi’ah dalam kitab al Fiqh al Islami wa Adilatuh sebagaimana yang dikutip oleh Ghufron A. Mas’adi dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Muamalah Kontekstual” adalah penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan ‘ain (barang kontan) atas dain (harga utang) terhadap barang berbeda jenis yang di timbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang.​[22]​
b.	Menurut Abdur Rahman Al-Jaziri, riba> nasi’ah adalah adanya tambahan yang disebutkan (dalam penukaran barang yang sejenis) sebagai imbalan diakhirkannya penyerahan.​[23]​
c.	Riba> nasi’ah didefinisikan oleh hanafiah bahwa riba> nasi’ah adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas utang di dalam barang yang tidak ditakar atau ditimbang ketika berbeda jenisnya, atau di dalam barang yang tidak ditakar atau ditimbang ketika jenisnya sama. Atau dengan kata lain riba> nasi’ah adalah menjual (menukar) suatu barang dengan barang yang sama jenisnya, atau dengan barang yang tidak sama dengan dilebihkan takaran atau timbangannya sebagai imbalan diakhirkannya penukaran, atau tanpa tambahan seperti menjual satu kilogram kurma yang penyerahannya langsung (di majelis akad) dengan satu kilogram kurma yang penyerahannya tempo.​[24]​
d.	Menurut Sayid sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Fiqh muamalat menjelaskan bahwa riba> nasi’ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran.​[25]​
2.	Riba> Fad}al
Pendapat para ulama tentang riba> fadhal:
a.	Hanafiah berpendapat bahwa riba> fadhal adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara’ (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama.​[26]​
b.	Menurut syafi’iyah, riba> fad}al adalah adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan, termasuk di dalamnya riba> qard} (utang).​[27]​
c.	Menurut Sayid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Drs. H. Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalat menjelaskan bahwa riba> fad}al adalah jual beli uang dengan uang atau makan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).​[28]​
Dengan adanya pengembalian dengan jumlah yang hamper 3 kali lipat dari jumlah hutang bahkan ada tambahan pembayaran sebesar 5% padi jika tidak tepat waktu dalam sistem ngijo tersebut, itu termasuk kategori riba> nasi’ah, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. 
Adanya tambahan menurut Imam Syafi’i bahwa qard}  itu rusak bila mana yang menghutangkan mengambil manfaat tambahan. Maka dalam sistem ngijo yang dilaksanakan di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba> nasi’ah, yang hukumnya haram.

Kesimpulan
1.	Al-qard} adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Karena sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu’amalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.
2.	Menurut Imam Syafi’i yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman Al Jaziri dalam bukunya menjelaskan bahwa qard itu rusak bila mana yang menghutangkan mengambil manfaat tambahan, misalnya (meminta ganti) yang lebih banyak atau lebih bagus, seperti berutang gandum yang tidak bersih dengan syarat diganti gandum yang lebih bagus dan bersih, atau berutang uang kertas dengan syarat diganti uang emas.​[29]​
3.	Pendapat ulama menyatakan bahwa suatu akad dianggap sempurna dan sah jika terdapat saksi di majelis. Saksi tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menyaksikan pelaksanaan akad qard, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, penipuan misalnya.
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